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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Tidak dapat dipungkiri, problematika hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah tercatat, jauh sebelum Negara ini memperoleh kemerdekaannya. Bergulirnya waktu telah melahirkan sosok hukum ketenagakerjaan yang jauh dari nuansa keteraturan dalam proses keberlangsungannya. Satu dari sekian besar permasalahan yang menjadi bagian dari keragaman kajian hukum ketenagakerjaan sejak dahulu adalah wujud keadilan yang dirasa tidak adil atau upaya terciptanya keterpaksaan penerimaan akan rasa ketidakadilan dalam sebuah bayang keadilan.[footnoteRef:1] Maka berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa probelamtika dalam dunia hukum ketenagakerjaan telah terjadi sebelum Negara Indonesia Merdeka bahkan hingga saat ini problematika hukum ketenagakerjaan masih terjadi. [1: Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan, Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017) hlm. 1.] 

Mochtar Kusumaatmadja dikutip dalam buku Widiada Gunakaya menyebutkan bahwa:
“Hukum itu tidak saja merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya”.[footnoteRef:2] [2: A.Widiada Gunakaya SA., Pengantar Ilmu Hukum, Cet. II, (Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2017), hlm. 88.] 


Maka dapat diketahui bahwa hukum itu terdiri dari asas-asas, kaidah-kaidah serta lembaga-lembaga dan proses-proses demi mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya. Gustav Radbruch dikutip dalam  buku Widiada Gunakaya menyebutkan bahwa tujuan hukum berorientasi pada tiga hal:
“ 1. Kepastian hukum (rechtsicherheit);
Kepastian hukum dimaksud oleh Radbruch adalah tuntutan pertama kepada hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati agar hukum itu benar-benar positif.
2. 	Keadilan (gerechttigkeit);
Keadilan menurut Radbruch sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.
3. Daya-guna (zweckmassigkeit);
Dimaksud oleh Radbruch dengan Daya-guna, adalah hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (waardevol.”[footnoteRef:3] [3: Ibid., hlm. 98.] 


Berdasarkan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka hukum itu bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan daya-guna. Begitu pula apabila dikaitkan dengan hukum ketenagakerjaan maka hukum ketenagakerjaan harus bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan daya-guna. Mengutip Faturochman dikutip dalam  buku Sayid Mohammad Rifqi Noval menyebutkan bahwa:
 “di dalam Pancasila, kata adil dan keadilan disebutkan dengan sangat jelas dalam dua sila: kemanusiaan yang adil dan beradab; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada pembukaan UUD RI 1945, keadilan disebutkan dalam alinea 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat). Di dalam batang tubuh UUD RI 1945, kata keadilan disebutkan paling tidak sebanyak 12 (dua belas) kali”.[footnoteRef:4]  [4: Sayid Mohammad Rifqi Noval, loc.cit.] 


Tenaga Kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam melakukan pembangunan nasional. Tenaga kerja yang berkualitas dapat memepengaruhi kemajuan perekenomian bangsa sehingga berdampak pada pembangunan nasional. maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan nasional serta perlu adanya peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa:
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupum umtuk masyarakat”.[footnoteRef:5] [5: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 


Terdapat beberapa isitilah yang digunakan dalam menggambarkan hukum ketenagakerjaan. Penggunaan kata perburuhan, buruh, majikan dan sebagainya telah tergantikan dengan istilah ketenagakerjaan sehingga dikenal istilah hukum ketenagakerjaan untuk menggantikan istilah hukum perburuhan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa:
“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.[footnoteRef:6] [6: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 

Pekerja/buruh melakukan hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian kerja dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[footnoteRef:7] Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyebutkan bahwa:  [7: Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk perjanjian tertentu”.[footnoteRef:8] [8: Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.] 

Sementara itu Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyebutkan bahwa: 
“Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap”.[footnoteRef:9] [9: Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.] 


Selain yang disebutkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat jenis pekerja/buruh berdasarkan perjanjian yang disepakatinya dengan pengusaha yaitu Perjanjian Kerja Harian atau Lepas. Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyebutkan bahwa: 
“Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas”.[footnoteRef:10] [10: Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.	] 

Demi meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan maka peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dainggap perlu. UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.[footnoteRef:11] [11: Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945.] 

Pasal 28D ayat (1) tersebut ini dapat diartikan bahwa pekerja/buruh pun berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun pada kenyataannya hak-hak pekerja/buruh belum terpenuhi seutuhnya khususnya dalam hal ini Penulis menyoroti mengenai tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja/buruh harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja/buruh harian lepas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/PDT.SUS-PHI/2017. Permasalahan tersebut perlu diteliti untuk mengetahui tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja, serta hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja/buruh harian lepas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/PDT.SUS-PHI/2017. Pemecahan mengenai permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan teori, asas, konsep dan kaidah yang berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum.
Salah satu perkara yang terjadi pada hak pekerja harian lepas salah satunya yaitu dalam kasus anatara PT. Jaya Mandiri (Tergugat/Pemohon Kasasi) melawan Nadirah (Penggugat/Termohon Kasasi) yang merupakan berondol buah sawit dengan status karyawan dibuat sebagai buruh/pekerja harian lepas yang sudah menjadi karyawan Tergugat dengan masa kerja lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan. 
Tanggal 13 Juli 2011, Penggugat mengalami kecelakaan kerja yaitu kedua mata Penggugat terkena racun rumput pada saaat Penggugat sedang melakukan pekerjaan penyemprotan rumput sehingga kedua mata penggugat sealalu sakit dan berair dengan penglihatan yang kurang jelas, pada tanggal 12 November 2014 Penggugat mengalami kecelakaan kerja untuk kedua kalinya, yang mengenai mata kiri Penggugat yang tertusuk oleh rumput pada saat Penggugat mengumpulkan buah sawit sehingga Penggugat tidak dapat meneruskan pekerjaan karena mengalami kecatatan fungsi sebesar 80% . Pada tanggal 16 Maret 2015 Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan cara menghilangkan nama Penggugat dari absensi finger print ternayata nama Penggugat sudah tidak ada lagi, sehingga Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada saat Penggugat masih dalam keadaan sakit. Penggugat tidak dimasukan dalam program peserta Jamsostek selama menjadi karyawan Tergugat padahal berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tergugat sebgai pengusaha harus memasukan sleuruh karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat melakukan biaya pengobatan dengan biaya sendiri.[footnoteRef:12] [12: Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 580/K/PDT.SUS-PHI/2017.” hlm. 5.] 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan tinjauan secara yuridis mengenai hak-hak pekerja harian lepas dengan menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 580K/PDT.SUS-PHI/2017.
 
B. Identifikasi Masalah
Maka berdasakran latar belakang di atas, adapun permasalahn yang menarik untuk ditinjau secara yuridis dalam skripsi ini yaitu:
1. Bagaimanakah tanggungjawab pengusaha terhadap Pekerja Harian Lepas yang mengalami kecelakaan kerja?
2. Bagaimanakah hak-hak Pekerja Harian Lepas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/PDT.SUS-PHI/2017?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja Harian Lepas yang mengalami kecelakan kerja.
2. Untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Pekerja Harian Lepas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/PDT.SUS-PHI/2017.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:
1. Secara teoretis:
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai hak-hak pekerja/buruh harian lepas dan yanggung jawab pengusaha terhadap pekerja/buruh harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja dalam dunia ketenagakerjaan. 
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat serta pekerja/buruh dalam memberikan pemahaman dan kepastian hukum mengenai hak-hak pekerja/buruh harian lepas dan tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja/buruh harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja.

E. Kerangka Pemikiran
Pandangan masyarakat di sepanjang sejarah, ada 2 (dua) pengertian yang sering kali diberikan kepada hukum, yatu sebagai berikut:
“1. Hukum diartikan sebagai “hak” yang dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral yang dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah right, recht, ius, droit, diritto, derecho. 
2. Hukum diartikan sebagai undang-undang, yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi), yang dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah law, lex, gesetz, legge, ley”.[footnoteRef:13] [13:  Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Cet. II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 36.] 


Maka hukum itu berdasarkan pandangan masyarakat diartikan sebagai hak dan juga undang-undang. Selain itu hukum berkaitan juga dengan hak dan kewajiban. Aturan yang diatur oleh hukum itu, baru akan menjadi kenyataan, jika aturan tadi itu memberi hak dan membebani kewajiban kepada subyek hukum dalam suatu hubungan hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.[footnoteRef:14] Setiap hak terdapat 4 (empat) unsur, yaitu: [14: A.Widiada Gunakaya SA., Pengantar… op.cit.,. hlm 154.] 

“1.  Subyek hukum;
2. Obyek hukum;
3. Hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan;
4. Perlindungan hukum”.[footnoteRef:15] [15: Ibid] 


Pada umumnya hak dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu hak mutlak (hak absolut) dan hak nisbi (hak relatif).[footnoteRef:16] Hak absolut memberi wewenang pada pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa-siapa saja dan dilaksanakan terhadap siapa-siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Jika ada hak absolut pada seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan tidak mengganggunya. [16: Ibid., hlm. 157.] 

Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Jadi hanya berlaku bagi orang tertentu saja, misalnya kreditur tertentu, debitur tertenu. Pada dasarnya tidak ada pihak ketiga terlibat di dalamnya. Hak relatif ini berhadapan dengan kewajiban seseorang tertentu, orang lain (pihak ketiga) tidak mempunyai kewajiban. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi. 
Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diharuskan oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dan jika keharusan hukum itu tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi orang yang memiliki kewajiban tersebut. Misalnya, orang yang berhutang, berkewajiban untuk membayar hutangnya.[footnoteRef:17] Maka disamping adanya hak selalu ada kewajiban sehingga hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. [17: Ibid.] 

Berdasarkan asas equality before the law (kesederajatan di hadapan hukum), bahwa semua orang dipandang sama, hak harkat, dan martabatnya di hadapan hukum. Hal tersebut ditunjukkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945, yang menyebutkan bahwa:
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.[footnoteRef:18] [18: Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945.] 


Maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 maka pekerja/buruh harian lepas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, begitu pula kedudukan pekerja/buruh harian lepas dengan pengusaha sama dalam hal hak harkat, dan martabatnya di hadapan hukum. Selain itu Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa:
“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.[footnoteRef:19] [19: Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945.] 

Demi mendapatkan suatu penghidupan yang layak tentu seseorang harus mempunyai suatu penghasilan. Suatu penghasilan tersebut salah satunya dapat diperoleh dengan cara bekerja yaitu sebagai pekerja/buruh. Pengaturan mengenai pekerja/buruh diatur dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dinyatakan, bahwa:
“pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.[footnoteRef:20] [20: Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.] 

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.
Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, menyebutkan bahwa:
“Politik ekonomi, mencakup kebijaksanaan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”.[footnoteRef:21] [21:  Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi] 

Maka dari itu perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan politik ekonomi yang berdasar kepada Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dan juga demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang menjadi amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Asas hukum ketenagakerjaan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berabagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.[footnoteRef:22]   [22: Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan, Cet. I  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13.] 

Asas atau prinsip dasar (basic principle) adalah:
[bookmark: _GoBack]“Suatu pernyataan yang mengandung kebenaran secara universal, yang tidak memerlukan pembuktian karena secara intrinsik telah menunjukan kebenaran pada dirinya sendiri”.[footnoteRef:23] [23: A.Widiada Gunakaya SA., Logika Hukum, Cet II (Bandung: PT. Bangun Kreasi Indonesia, 2016), hlm.40.] 

Mengingat keberadaan asas-asas atau prinsip-prinsip dasar ini, yang dengan sendirinya mengandung kebenaran, dan dapat pula menunjukan kebenaran terhadap suatu pemikiran yang tidak benar, maka asas-asas atau prinsip-prinsip dasar tersebut dapat difungsionalisasikan sebagai “dasar pembuktian” terhadap semua pemikiran yang dinilai tidak benar (salah). Oleh karena itu, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar yang kebenarannya bersifat universal ini, keberadaannya di seiap kalangan, terutama oleh para ilmuwan, sangat diakui dan dihormati. Dalam terminologi lain, sangat “haram” untuk dilanggar.[footnoteRef:24] [24: Ibid.] 

Hubungan perburuhan yang jelas dan nyata berlandaskan Pancasila dalam usaha untuk mencapai tujuannya berdasarkan asas-asas pembangunan nasional, yiatu:
“1. Asas manfaat, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan pribadi warga Negara serta mengutamakan kelestarian  nilai-nilai luhur budaya bangsa dan  kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berlanjut; 
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; 
3. Asas demokrasi yaitu penyelenggara Negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 
4. Asas adil dan merata yaitu merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air, dimana setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan Negara; dan 
5. Asas keseimbangan yaitu keserasian dan kesadaran kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan Negara, pusat dan daerah serta antar daerah, kepentingan nasional dan internasional.”[footnoteRef:25] [25: G. Kartasapoetra et al., Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Cet. I (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), hlm. 342.] 

Pekerja/buruh melakukan suatu pekerjaan didasarkan pada perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja/buruh tersebut dengan pengusaha sehingga antara pekerja/buruh dengan pengusaha timbul hubungan hukum. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.[footnoteRef:26] [26:  Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 

Imam Soepomo dalam Agusmidah menyatakan, bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.[footnoteRef:27] Lebih lanjut dijelaskan bahwa, perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha menimbulkan hubungan hukum, yaitu hubungan kerja dan mengandung 3 ciri khas, antara lain: [27:  Agusmidah, op.cit., hlm. 43.] 

“1. Adanya pekerjaan; 
2. Adanya perintah; 
3. Adanya upah.”[footnoteRef:28] [28: Ibid., hlm. 45.] 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat berbentuk tertulis dan dapat berbentuk lisan. Pembuatan perjanjian kerja tertulis harus sesuai dengan aturan Undang-Undang, khususnya yang menyangkut tentang hukum perjanjian kerja.[footnoteRef:29] Perjanjian kerja lisan terjadi karena: [29:  Ibid., hlm. 46.] 

1. Berdasarkan kuasa wali/orang tua;
2. Menurut undang-undang.
Perjanjian kerja dibuat dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Syarat ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 52 ayat (1) yaitu:
“1. Kesepakatan kedua belah pihak; 
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”[footnoteRef:30] [30: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 


Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[footnoteRef:31] Selain yang disebutkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut terdapat jenis pekerja/buruh berdasarkan perjanjian yang disepakatinya dengan pengusaha yaitu Perjanjian Kerja Harian atau Lepas. Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyebutkan bahwa:  [31:  Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 

“untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas”.[footnoteRef:32] [32:  Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.] 

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyebutkan:
“Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadirannya secara harian”.[footnoteRef:33] [33:  Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.] 

UUD RI 1945 menjamin adanya jaminan sosial bagi setiap orang berarti dalam hal ini pekerja/buruh pun mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Pasal 28H ayat (3) menyebutkan bahwa:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.[footnoteRef:34] [34:  Pasal 28H ayat (3) UUD RI 1945.] 

Selain itu Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:
“setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.[footnoteRef:35] [35:  Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.[footnoteRef:36] Setiap pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosisal Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara, jaminan sosial yang dimaksud yaitu berupa, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.[footnoteRef:37] [36:  Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.]  [37:  Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.] 

Pengupahan pekerja/buruh telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.[footnoteRef:38] [38:  Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.] 

Hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban, maka dalam setiap hak yang seharusnya didapat oleh pekerja/buruh terdapat kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pekerja/buruh tersebut. Hak dan kewajiban pekerja/buruh tersebut sudah ditentukan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang bersangkutan.
Berdasarkan uraian di atas, maka antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Di sisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja/buruh maka ada hak yang dimiliknya yaitu pekerja/buruh berhak untuk memperoleh penghasilan demi penghidupan yang layak, berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, selain itu berhak pula untuk  memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, baik pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Perjanjian Kerja Harian Lepas. 
Teori positivisme hukum mengidentikan hukum dengan udang-undang, “Tidak ada hukum di luar undang-undang”. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.[footnoteRef:39] Maka berdasarkan teori positivisme hukum jika melanggar undang-undang berarti melanggar hukum, karena hukum dalalm hal ini diidentikan dengan undang-undang. Apabila dikaitkan dengan permasalahan ini maka pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak pekerja/buruh harian lepas dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku, maka pengusaha tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) [39:  A.Widiada Gunakaya SA., Pengantar… op.cit.,. hlm 294.] 


F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan dasar unsur yang mutlak dalam penelitian dan sebagai pengembangan dari ilmu pengetahuan. Demikian halnya di dalam penulisan skripsi, langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis  adalah  penelitian deskriptif (descriptive research) dan penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang suatu keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dan menggambarkan mekanisme sebuah proses. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai hak-hak pekerja harian lepas di Indonesia. Selain itu penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif , yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meniliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[footnoteRef:40] Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. [40:  Peter Muhamad Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VII (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2011), hlm. 181.] 

3. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute aapproach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[footnoteRef:41] Pendekatan kasus yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mnejadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[footnoteRef:42] [41:  Ibid., hlm. 133.]  [42:  Ibid., hlm. 134.] 

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan pengkajian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum oleh pihak tertentu. Studi dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengkaji putusan penyelesaian perkara ketenagakerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/PDT.SUS-PHI/2017.
5. Metode Analisa Data
Seluruh data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif, dikarenakan penelitian ini dilihat dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif Sedangkan kualitatif, dikarenakan analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan model-model matematik dan rumus-rumus statistik.
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